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' PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 1, TAHUN 2018
TENTANG

: PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DALAM PENERBITAN
o PENANDATANGANAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA .
it SURAT KETETAPAN‘ PAJAK DAERAH / SURAT KETETAPAN RE’I‘RIBUSI
e DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN '
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA

‘ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA

bahwa untuk memndaklanjutl amanat Peraturan Sl
[,{Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016

‘ tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat =
]Daerah Kabupaten Bombana dan dalam rangka
~ Peningkatan Pelayanan Prima kepada Masyarakat di
Bldang ‘Perizinan, Non Perizinan dan . Surat.
: Ketetapan Pajak Daerah / Surat Ketetapan Retribusi =~
Daerah dipandang perlu mendelega51kan sebaglan e

: kewenangan Bupat1 ’ o S o

b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana S
L d1maksud dalam huruf a, dipandang - perlu -
.= menetagkan Peraturan Bupati ‘Bombana tentang
"7Pe11mpahan ~ Sebagian Kewenangan dalam
: «Penerbltan, : Penandatanganan ' Sebagian ~ Jenis
o Per1zman, Non Perizinan dan Surat Ketetapan Pajak =
o Daerah / Surat. Ketetapan Rétribusi Daerah Kepada
N Kepala Dinas Penanaman Modal. dan Pelayanan
Terpadu Satu P1ntu Kabupaten Bombana ~ |

1. ,Undang-Undang Repubhk Indone31a Nomor 28
, Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
‘Ber31h dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
‘ Nepotlsme (Lembaran- Negara Republik Indonesia S

b »'|I‘ahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negaraf ey

‘Republik Indonesm Nomor 3851), L

o Undang—Undang Repubhk Indonés1a Nomor ‘17' &
: Ill\‘lahun 2003 tentang Keuangan Negara’ (Lembaran :

egara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm

’>‘_',Nomor4286),_ T e : 7




3. Undang—Undang Repubhk Indone31a Nomor 29
‘ Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
- Bombana, Kabupaten ‘Wakatobi dan Kabupaten

~ (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003
‘ Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesm Nomor 4339), :

4, Undang—Undang Repubhk Indones1a Nomor 22
‘Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
'Jalan, (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
: 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara '
: Repubhk Indone31a Nomor 5025), , ‘

5. Undang—Undang Repubhk Indones1a Nomor 1 Tahun o ‘
L 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

» Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
~ Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone81a
o omor 4355) « 4

5 i Undang—Undang Repubhk Indones1a Nomor 29" .
o 'Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran
, Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,

o Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a o

, Nomor 443 1),

6. Undang—Undang Repubhk Indonesm Nomor 25 -
- Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 63,
' Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm

w Nomor 4724), ‘

7. ;Undang—Undang Repubhk Indonesm Nomor 14’ -
 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 o

- Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Repubhk;
1 Indonesm Nomor 4846), ‘

8 ,Undang—Undang Repubhk Indonesm Nomor 17

v Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara' -

Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,

L Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
';Nomor4846), ) :

9. - Undang-Undang Repubhk Indones1a Nomor 25
P 'Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
: Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122,
~ .Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
: Nomor 5038), ,

10. Undang—Undang Repubhk Indones1a Nomor 28»

: Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
, Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia
~ Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indones1a Nomor 5049), ' ‘ 7

Kolaka Utara di ' Provinsi Sulawesi  Tenggara,



12.

: ;Tahun 2014 tentang Pemerintahan ~ Daerah
: (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
_Iindonesm Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
- beberapa kali terakhlr dengan Undang - undang
: Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan
'Daerah (Lembaran Negara Republik - Indonesia

tUndang—Undang Repubhk Indone51a Nomor 5 Tahun :
;20 14 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
i »llegara Repubhk Indones1a Tahun 2014 Nomor 6),

ndang—Undang Repubhk Indone31a Nomor 23

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Repubhk Indones1a Nomor 567 9),

13

Peraturan Pemenntah Nomor 45 Tahun 2008
_tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian
- Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran

i Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68,

14.

15,
_ Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

. Nomor 4861), i

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1av

,Peraturan Pres1den Nomor 27 Tahun 2009 tentang
: Pelayanan Terpadu Satu P1ntu d1 Bldang
: Penanaman Modal ‘

Peraturan Pres1den Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Peraturan Menten Kesehatan Repubhk Indones1a’
omor 1332 / Menkes / SK / X [ 2002 tentang

‘perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 922 / Menkes / Per /X /

17.

18,
Lo _~Nomor 028 / Menkes / Per/ 1/ 201 1 tentang Khmk

19,

20.

‘ 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberlan
' vIzm Opukal

‘Peraturan Menten Dalam - Negen Nomor 24 Tahun
»2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
- Terpadu Satu P1ntu

Peraturan Menten Kesehatan Repubhk Indone31a

'Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

o (Benta Negara Repubhk Indonesm Tahun 2015
- Nomor 2036), e ,

A Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 100 Tahun
, 20 16 tentang Pedoman Nomenklatur -Dinas

= Penanaman dan Pelayanan ‘Terpadu Satu Pintu

‘ ]?rov1n31 Kabupaten/ Kota (Berita Negara Repubhk
" ]ndone31a Tahun 2016 Nomor 1906), S /




e M'e'n_t‘:ta»pkanj

o1

- :Tahun 2008 tentang Izm' Usaha Industrl dan
: Perdagangan ‘(Lembaran Daerah Kabupaten
g Bombana Tahun 2008 Nomor 5 ),

23.

4.

e Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendahan Menara
: Telekomumkam ~ (Lembaran Daerah Kabupaten
Bombana Tahun 2013 Nornor 8), - ~

26.
b 27.
28.

29.
. tentang Tata Cara Pemberlan Iz1n Usaha Jasa
: Konstruk31, ‘ - f

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang
- Izin: Praktek Dokter (Lembaran Daerah Kabupaten
= Bombana Tahun 2008 Nomor 18), :

f‘P,eraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8
- Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran
- Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2009 Nomor 8);

'Tahun 2014 tentang. Retribusi Perpanjangan Izin
. Mempeker_]akan Tenaga Asing (Lembaran Daerah,
, Kabupaten Bombana Tahun 20 14 Nomor 3 ), ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5

v P,eraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9'
- Tahun ' 2009 . ‘tentang. Izin ‘Usaha  Perikanan
R ,(Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun

2009 Nomor 9 ),

Fl’eraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15

Tahun 2013 tentang  Retribusi Izin Trayek
o (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun
2013 Nomor3),r e : o

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
;Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
‘ Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten,
" Bombana Tahun 2016 Nomor 3 ), ; :

Peraturan Bupat1 Bombana Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Bupat1 Bombana Nomor 43 Tahun 2016
o tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan
Fung31 serta Tata Cara Dinas Penanaman Modal dan
‘ Pelayanan Terpadu Satu P1ntu Kabupaten Bombana

MEMUTUSKAN

Do PERATURAN BUPATI : BOMBANA" - TENTANG

L PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DALAM
o ,PENERBITAN : PENANDATANGANAN . JENIS
| ]PERIZINAN NON | PERIZINAN 'DAN SURAT

f KETETAPAN PAJAK DAERAH / SURAT KETETAPAN -

RETRIBUSI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS
: PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN. TERPADU
: ,JSATU PINTU KABUPATEN BOMBANA R /




- | BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 :

S Dalam peraturan ini yang dlmaksud dengan

L ,'Daerah adalah Kabupaten Bombana R Sy S e
20 Pemenntah Daerah adalah Pemenntah Daerah AKabupaten'k CE

' Bombana.

L Bupati adalah ’Bupatl Bombana

4. |Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan
 {Dewan Perwakllan Rakyat Daerah dalam’ penyelenggaraan Urusan-
L Pernenntahan yang menjadi kewenangan Daerah. g
5, |Dinas adalah D1nas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu e
- | Pintu Kabupaten Bombana. ‘

V6.‘ Kepala : Dlnas adalah Kepala D1nas Penanaman Modal dan

- | Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana: v
- 7. | Pelayanan (l‘erpadu Satu Pintu, yang selanjutnya dlslngkat PTSP 3

~ |adalah pelayana‘n secara termtegra81 dalam satu kesatuan proses-
dimulai dari tahap permohonan sampa1 dengan tahap penyelesalan
produk pelayanan melalui satu pintu.

8. enyelenggara P’I‘SP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan ’, .

- Terpadu Satu Plntu Kabupaten Bombana. = -

9. Penanaman Modal adalah segala bentuk keglatan menanam modal,
baik oleh - penanam modal dalam negeri maupun penanam modal
asing untuk melakukan usaha d1 w11ayah Negara Repubhk S
| Indonesia. | .
~+-10. | Pelayanan Perlzlnan adalah segala bentuk persetu_]uan untuk -

" melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemenntah}

dan Pemerintah| Daerah yang memiliki- kewenangan sesuai dengan ‘
ketentuan peraturan perundang—undangan L

- 11, Pelayanan | Non]l Perizinan adalah segala bentuk kemudahan -

~.~ Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan e
12, Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
| berdasarkan Perarturan ‘Daerah - atau peraturan lainnya yang

| seseorang ‘atau badan untuk melakukan usaha atau keglatan

.| tertentu. ;i

. 13.] Perizinan adalah pembenan legalltas kepada seseorang atau pelaku

‘| usaha/ keglatan tertentu, baJk dalam bentuk ‘izin maupun tanda

- | daftar usaha. «
= 14. | Pelayanan fPubhk adalah kegxatan atau rangkalan keglatan dalam .

| rangka pemenunan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan -

; perundang—undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

barang, jasa dan atau pelayanan adm1n1stra31 yang d1sed1akan oleh

| penyelenggara publlk L P

'15. Standar Operasmnal Prosedur adalah serangkalan 1ntruks1 tertulis
| yang - d1bakukan mengenal berbaga1 proses = penyelenggaraan

| aktivitas orgamsam, bagaimana dan kapan harus dllakukan,;

" dimana dan oleh siapa dilakukan. - : '

- 16.| Pendelegasian adalah pehmpahan kewenangan dan badan dan /atau
| pejabat: pemenntahan ‘yang lebih tinggi kepada badan dan/atau

pejabat. pemenntahan yang lebih rendah: dengan tanggung jawab -

| dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penenma delegasi. ‘_

17. Pehmpahan A adalah suatu proses / ‘cara atau perbuatan)

g mehmpahkan (memmdahkan) hak wewenang dan sebagamya 7

,pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanamanf; ‘

merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya - o




- 18, Penandatanganan Jems Per1z1nan dan Non Per1z1nan adalah_ ~
- kewenangan yang dllakukan oleh pejabat yang dltunJuk oleh Bupati L
|Bombana untuk menandatangam dokumen perlzman dan non‘ ST
- |perizinan. | e
" 19. |Retribusi adalah pungutan daerah sebaga1 pembayaran atas Jasa: R
~latau. pembenan izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau =
diberikan oleh Pemenntah Daerah untuk kepentmgan orang pr1bad1 e
atau Badan , : - e gy

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
| Bag1an Kesatu ‘

- Maksud

- Pasal 2

S Peraturan Bupat1 ini| dimaksudkan untuk menJadl acuan dala.m rangkav S
"~ mendekatkan dan rreenmgkatkan pelayanan kepada masyarakat serta
; ;,{memperpendek proses pelayanan perizinan guna mequudkan pelayanan

yang -cepat, mudah ~murah, transparan, past1 dan ter_]angkau e
:dllaksanakan suatu pelayanan terpadu satu plntu : '

Baglan Kedua .

| 'I‘ujuan .
Pasal 3 LR

: ’I‘u_]uan pehmpahan kewenangan, penerbltan dan penandatanganan i
'sebagian jenis perizinan dan non perizinan adalah: R
a. | Meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya pelayanan;
‘ perizinan dan non perizinan berusaha di daerah; ok

Lo - b. 'Membenkan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk iR

SN ’memperoleh pelayanan publik; e
-~ C. | Memberikan percepatan pembenan izin dan non 1z1n berusaha di

'daerah me1a1u1 Dlnas PM dan PI‘SP s

f e BAB III : e
Dot P]?JNDE LEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN
} Pasal 4 T

L ',Pendelegasmn sebaglan kewenangan Bupat1 kepada Kepala D1nasr |

o terplsahkan dan Peraturan Bupat1 ini.

. Penanaman Modal |dan Pelayanan Terpadu Satu P1ntu Kabupaten
Bombana dengan Jems pelayanan terd1r1 dan ' ~

e op

Pelayanan per1211nan iR
Pelayanan non penzman, :
i ‘Pendelegasmn surat ketetapan paJak daerah ;
; Pendelegas1an surat ketetapan retnbus1 daerah
BAB IV S o
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINA_N
' Pasal 5 e S

S ~_Pclayanan penzman sebagalmana dlmaksud pada ‘Pasal 4 huruf a, V
‘tercantum dalam lamplran 1 yang merupakan baglan yang tldakk]7

Y




Pasal 6

| o Pelayarian non perizman sebagalmana dlmaksud pada Pasal 4 huruf b
- tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan baglan yang tldak
o 'terplsahkan dar1 Peraturan Bupat1 ini.

Pasal 7

(1). Selam pendelega31an kewenangan sebagalmana tersebut dalam
| Pasal 5 dan Pasél 6, bupati dapat mendelegasikan kewenangan atau
~tugas lain kepaﬁia Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
| Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana,

(2). Pendelegas1an - |kewenangan - dibidang per1z1nan : sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 5, meliputi penerimaan; proses perizinan,
penandatangan#n surat keputusan tentang penzman, penetapan
dan pemungutan pajak/ retribusi.

(3) ! Penerbitan, Penandatanganan keputusan tentang penzman dan:

. surat. ketetapan pajak daerah/surat - ketetapan retribusi daerah
| dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pmtu Kabupaten Bombana atas nama: Bupat1
Bombana.‘; E
' , = Pasal 8

-~ (1). ,Permohonan per1z1nan keglatan atau keglatan usaha tertentu

| dan/atau bergampak penting terleblh dahulu mendapat

o ~persetujuan dan Bupati Bombana.

(2). Perizinan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) antara 1a1n

o “Pendirian pusat perbelanjaan, toko moderen dan sejenlsnya,
Pendirian hotel dan sejcnlsnya,
Pendirian rumah sakit; '
Pendirian tower /menara telekomun1kas1 dan sejemsnya,
Pendirian medla reklame konstruk31 besar,

- Pendirian stas1un pengisian bahan bakar umum dan sejenlsnya,
Pend1r1an usaha industri skala besar;

: Pendman bangunan gedung/ gudang dan perumahan dengan
luas di atas [ (satu) hektar

epoTpOoTR

~ BAB v
| KOORDINASI DAN PELAPORAN
- Pasal 9

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

! Kabupaten Bombana melakukan koordinasi dengan 1nstan31/ Perangkat
~Daerah yang terkald dengan pelayanan sebagalmana dimaksud dalam
: Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupat1 1n1

| pasal 10
'Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

. Kabupaten Bombana wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan,

. dan non perizinan setldaknya setiap 3 (tiga) bulan sekah kepada Bupat1

‘ pehmpahan sebag1an wewenang bupati di bidang pelayanan perizinan

. : mela1u1 Sekretans Daerah Kabupaten Bombana




s S Kabupaten Bombana

' BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 11

‘Semua blaya yang tilmbul sebagal aklbat dlundangkannya Peraturan
e Bupat1 ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

L i‘ k. ' BAB VII
Nl R | PENUTUP
s - Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupat1 Bombana ini mu1a1 berlaku, Peraturan

S ,berlaku lagl :

P : iBombana

- :pada tanggal & PAMUR 2018

ok [Bupatl Bombana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pehmpahan Sebagian
Bl Kevvenang Dalam Peherb1tan, Penandatangan Jenis Perizinan dan Non
A 'Perlzman serta Sur’at Ketetapan. Pajak - Daerah /- Surat Ketetapan

: Retr1bus1 Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
'Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana dlcabut dan d1nyatakan tldak

Pasal 13

“{Peraturan Bupat1 ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan
. Agar setlap orang mengetahul memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati -ini’ dengan benempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten

Al L R

[ “PARAT moxzmmsn
{NO [UNIT/SATUAN KERJA PARhF L
(Hgg‘i

s ] \/
AN T €T W

>

- kod»‘ om'mo» ID/Z 1

Dltetapkan d1 Rumbi

dangkan d1 Rumb1a

o SEKRETARIS DAE KABUPATEN | BOMBANA

-~ H. BURHANUDDIN A. HS. NOY >
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR
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